
B/\B III

I(EKT'ATAI{ EKSEKUTORTAT GROSSE AKTA HTPOTTK

DAI.AM PRAKTEK DI PENGADILAN.

A. PROSP'DI,R EKSKT'SI DART CROSSE AICTA HXPOTIK OI,EH

BENGADTI"AN.

Telah dijelaskan da-l-am pasar 224 HrR bahwa grosse

akta notaris mempuyai- kekuatan ekskutorial- yang ,sama

dengan keputusan hakim. sehingga apabila debitur tidak
memenuiri peraksanaan Lerhadap isi grosse akta hipotik
seca-ra suka re.l-a, pihak kredit dapat menga j ukan

permohonan eksekusi kepada ketua pengadiran negri.

Da-l-am menga j ukan permohonan eksekusi grosse akta

hipotik kepada ketua pengadilan negeri, pihak kreditur
atau pemohon eksekusi harus memenuhi beberapa

persyaratan sebagai berikut:

a. Menga j ukan surat permohonan kepacla ketua pengadiJ.an

negeri yang pada pokoknya berisi :

1. Nama cian a.l_amat eksekusi .

2. Nama dan alamat termohon eksekusi.
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3. Penjelasan benda-benda yang dibebani hipotj_k yang

heclak dimohonkan eksekusi meliputi: Ietak, Iuas

dan perbatasanya serta status hak atas tanahnya.

4. Arasan-alasan diajukannya permohonan eksekusi,

meliputi:

Jangka hutang, bunga dan biaya-bj-aya l_ain yang

menjadi tangungan termohon dalam jumlah nominal_

yang pasti;

Jdngka waktu dari jatuh tempo kredit yang

disanggupi Lermohon untuk me-l-unasinya;

Bukti-bukti perj-ngatan yang tel-ah dil-al<ukan

pemohon.

5. Permohonan peJ_aksanaan eksekusi.

b. Lamplran-lampiran yang harus disertakan da_l-arn

permohonan, me1iputi :

1. Akta perjanjian kredit;

2. Suatu kuasa memasang hipotiJ<;

3. Akta hipotik atau sertifikat hipotik;

4. Sertifj.kat hak atau sertifikat hipotik;
5. surat peringatan yang telah diberikan ol-eh

kreclitur kepacla debitur penangung hutang.
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c.Membayar biaya-biaya eksekusi, meliputi:
1. Biaya r:ntuk mendapatkan nomor eksekusi;

2. Bi.aya aanmaning I dan II;

3. Biaya sita eksekuLorial;

4. Biaya pengumuman lerang (wawancara dengan rbu

Suparti Susastio SH, Hakim pengawas perdata

penqadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 4 JuIi 1997).

segera seterah ketua pengacJiran negeri menerima

permohonan eksekusi tersebut serta memeri-ksanya,

seranjutnya akan dikeruarkan suatu surat peneLapan

ol-eh ketua pengadilan negeri itu sendirir lang tahap_

tahapnya sebagai berikut:

1. Tahap pemberian peringatan (Aanmaning) terhadap pihak

termohon eksekusi-

HaI ini beris j kan pangg_ilan menghaclap ]<et ua

pengadilan negeri yang ditujukan kepada termohon

eksekusi pacla saat yang ter-ah ditentukan untuk
diberikan teguran atas huta.gnya kepada pemohon

eksekosi. serannjutnya pengadiran negeri memberikan

batas waktu selama B (delapan) hari pada teraohan
ekseko*si terhitung se j aak tanggar penetapan aanmaning

untuk mel-unasi hutang tersebr-rt, dengan catatan bi-La
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turun waktu yang ditentukan tersebut tidak

dipergunakan dengan baik ol-eh termohon eksekusi maka

pemohon eksekusi dapat mengajukan , permohonan sisa

eksekusi (eksekutorial bel-as) .

Pemberian aanmaning ini biasanya dil_akukan

sebanyak 2 (dua) kari yaitu apabila dengan aanmani.ng

pertama termohon eksekusi tidak datang, mungkin karena

adanya halangan/sakit dan sebagainya, diberikan

aamaning kedua.

2. Tahap penetapan sita Eksekusi Terhadap Barang yang

Dij aminkan.

Ha-l- ini apablla permohonan si-ta e]<sekusi oleir

pemoi:on eksekusi dikabul-kan ketua pengadilan negeri,

seranjutnya dikeluarkan surat penetapan sita eksekusi

dan memeri-ntahkan juru sita untuk merakukan sita
tersebut. Kemudian seter-arr sita diletakkan atas tanah

dan bangunan yang dijaminkan tersebut serta har:ta

kekayaan yang lain, juru sita akan membuat berita
acara sita eksekusi yang selanjutnya oreh pemohon

eksekusi dapat dj-pergunakan untuk mengajukan

permohonan lerang. Kepada pihak pemohon eksekusi.
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maupun termohon eksekusi masing-masing cliberi sa t r.r

hel-ai sa-l-uran berita acara siLa eksekusi.

Apabila permohonan relang t_ersebut dikembarikan

oleh ketua pengadiran negeri rlan setel-ah berkonsurtasi

dengan kantor rerang selanjutnya akan diker-uarkan

surat penetapan leIang dan memerintahkan j uru sita
pengadilan. Pengadilan negeri untuk mel_aksanakan

lelang degan perantara kantor lelang negara.

seranjutnya mengik-r-ankan pengumuman lerang pertama dan

kedr-ia cii clalam surat kabar yang crir-akukan dengan

nrengingat tenggang waktu yang diberikan yaitu t4

(empat bel-as) harir lang memuat antara lain:

1. Hari, tanggal dan tempat

2. Pertelaan mengenai ol:yek

akan dilelang;

3. Nama, alamat pemohon lelang;

4. Nama, alamat termohon lelang;

5. Syarat-syarat pelelangan;

6 ' Hari untuk mer-ihat satu minggu seber-um pelerangan

dimulai.

pelaksanaan leIang;

(beda jaminan hipotik) yang



Pengadilan negeri daLam

lelang sebanyak dua kaIi, ha1

memberikan kesempatan bagi

menyediakan dana, juga untuk

sebanyak-banyaknya .

B. TTHDAI TN BAHT( TERHADAP DEBTTUR MACET.

Berclasarkan penelitian yang

bank perkredit rakyat trapesita

langkah-langkah yang cliambi.l_ o.l-eh

(kredit macet):

1. Penyelesaian secara intern.
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melakukan pengumuman

ini dimaksudkan untuk

calon pembeli untul<

mencari ca-l-on pembeli

t-elah penulis Iakukan di

Anugrah rvaru-sidoar j o,

bank da.l_am mengatasj_nya

maksudnya ada-l-ah penyeresai-an sendiri berdasarkan

ketentuan yang terdapat dida-l_am bank yang

bersangkutan, yaitu dengan eara:

a. Dengan mengadakan pendekatan kepacla debitur.
Hal ini untuk dapat mengetahuj- sebab_sebab

kentacetan, keadaan usahanya dan apakahacla

kemungkinan clebitur dapat me-l_unasi pin j amannyaa.

Dari sini bank dapat mengetahui pribadi debitur
yang sebenarnya.
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Mernberikan surat-surat peringatan yang didaramnya

disebuLkarr j urnlalr trrin j(ullcrrr bcser.La bLrng.r !cltr!J lr.u-.us

dibayar serta j angka waktu pelunasannya.

Member"ikan surat peringaLan terakhj.r.

Daram haf i-ni apabila debitur tetap tidak
menunj ukkan etikat baiknya untuk mel_unasi

hutangnya, maka bisa menggunakan/disertai dengan

ancaman.

Pada dasarnya penyelesaian secara intern ini
tidak ada dalam teori., mungkin karena clif anciasi rasa

kemanusiaan dan rasa kekeluargaan dengan pertimbangan*

pertimbagan sebgai berikut :

a. Menghemat waktu dan hiasa yang dike.l-urkan.

b. Menjaga hubungan baik crengan nasabah bank (ctebitur)

Sebenarnya kredj_tur mempuyai dua alternatif
sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi benda jaminan

hipotik manaka-l-a debitur tidak me.r-unasi- rrr:tangnya

padahar sudah diberi peringatan berka-r-i-kari.
Alternatif pertama bairwa berdasarkan pa.sar 117g ayat
(2) BW yaitu bahwa kreditur berhak menj uar atas
kekuasaan sendiri benda jaminan hipotik, yang

merupakan hak-hak istimewa yang tercantum cia_r-arn



*

61

perjanjian kredit maupun akta pembebahan hipotlk. Akan

tetapi dalam prakteknya jarang sekaIi cripakai or.eh

krditur dengan arasan mereka lebih aman bi-l_a

peraksanaan eksekusi dilimpahkan kepada pengadilan.
Disamping itu, pihak kantor retang enggan meraksanakan

j ika tidak acra pemberi-an wewenang crari pengadiJ-an.

sedang alternati-f kedua adarah merar-ui perantara
pengadilan.

Karena penuris mer-akukan peneJ-itian di bank

swastar r,aka yang dibahas hanya pacra penyelesai-an

secara inLern dan pelimpahan pel,aksanaan eksekusi
melarui pengacriran negeri. penuris tidak menrbahas

perimpahan peraksanaan eksekusi me-Ia.l_ui panitia urusan
piutang negara, seperti biasa yang di-Iakukan bank
pemerintah da]-am mengatasi masa]ah bila ter j adi kredi b

macet.

2 ' Pe]-impahan pelaksanaan eksekusi mera-rui pengadiran
negeri.

Ha-L ini sesua j- dengan hasil- penelitian yang

tel_ah penulis lakukan, bil_a debitur tidak mau

melaksanakan sukarei-a terhadap isi grosse al<ta

hipotik, piirak bank (kreditur) tidak me-l-aksanakan



a6otl

pen j ua]-an atas kekuasaan sendiri bencra j am.i.an

hipotik untr-rk mengamb.ir perunasan uang pokok, bunga

serta biaya clari pendapal-an pen j uaran. Me.rairrkarr

a kan mer i"mpa h kan pera ksanan e ksekusi kepada I(et ua

Pengadilan Negeri.




